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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, dengan tujuan menganalisis efektivitas lembaga 
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk mendukung temuan penelitian, 
maka data dikelompokkan menjadi; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam kaitan dengan 
penelitian yang dilakukan baik yang diperoleh dari majalah/jurnal ilmiah, perpustakaan, surat kabar, dan 
dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan 
informan, berupa wawancara. Analisa data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa, efektivitas 
LPMK dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung belum cukup baik. Hal ini 
ditandai dengan tidak pernah dilaksanakannya proses pengembangan sebagai media peningkatan kapasitas LPMK, 
sehingga berimplikasi pada kesadaran akan tugas pokok dan fungsi LPMK sebagai mitra kritis pemerintah. Di lain 
sisi LPMK sebagai mitra pemerintah belum tanggap terhadap perubahan baik secara internal maupun eksternal 
karena dwifungsi personil LPMK yang bermuara pada konflik kepentingan di tubuh LPMK.  Selain itu LPMK 
sebagai mitra pemerintah belum mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.  
 
Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga, Pemberdayaan, Dana, Lembeh 
 
Abstract  
This research was conducted in the District of North Lembeh, Bitung City, with the aim of analyzing the effectiveness 
of community empowerment institutions in managing village funds in the District of North Lembeh, Bitung City. This 
research uses a descriptive research approach with qualitative methods. To support the research findings, the data 
are grouped into; secondary data that is data obtained from agencies in connection with research conducted both 
obtained from scientific journals/journals, libraries, newspapers, and other relevant written documents. Primary 
Data, is data obtained from the informant's information, in the form of an interview.  Data analysis uses the Miles and 
Huberman model, namely data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. The findings of this 
study indicate that, the effectiveness of LPMK in managing village funds in the North Lembeh District of Bitung City is 
not yet good enough.  This is indicated by the never carrying out the development process as a medium for increasing 
the capacity of LPMK. This is marked by the never carrying out the development process as a medium for increasing 
the capacity of LPMK, which has implications for awareness of the main duties and functions of LPMK as a critical 
partner of the government. On the other hand, LPMK as a government partner has not been responsive to changes 
both internally and externally due to the dual function of LPMK personnel which leads to a conflict of interest within 
the LPMK. In addition, LPMK as a government partner has not been able to answer what the community needs. 
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PENDAHULUAN 
Tantangan pemberdayaan masyarakat 
saat ini dapat dilihat dari kompetisi global dan 
tradisi yang berakar pada masyarakat lokal, 
sikap kebertahanan masyarakat tradisional 
yang bertolak belakang dengan kemajuan yang 
masyarakat inginkan.  Pemberdayaan 
masyarakat mestinya dilakukan sebagai 
antisipasi terhadap berbagai permasalahan 
sosial yang berkembang, dengan 
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat dalam menghadapi persoalan-
persoalan sosial tersebut.  
Dengan demikian pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam membangun komunitas 
sosial merupakan bagian yang selama ini 
sering ditinggalkan dan berdampak pada 
ketidak-perdulian masyarakat terhadap 
perkembangan sosial dan lingkungannya, 
sehingga masyarakat kurang mampu 
mengantisipasi perubahan yang terjadi 
(Sardini & Suswantoro, 2016)  Salah satu 
prinsip yang dapat menstimulasi kemandirian 
masyarakat adalah program partisipatif, 
direncanakan, dilaksanakan,  diawasi, dan 
dievaluasi oleh masyarakat. 
Kemandirian masyarakat merupakan 
suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat 
yang ditandai dengan kemampuan 
memikirkan, memutuskan serta melakukan 
sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 
dengan mempergunakan daya kemampuan 
yang dimiliki. Daya kemampuan yang 
dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, 
psikomotorik dan afektif serta sumber daya 
lainnya yang bersifat fisik/material 
(Widjajanti, 2011). Berkaitan dengan hal ini, 
Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa 
keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya 
kemandiriannya dapat dicapai melalui proses 
pemberdayaan masyarakat.  
Desentralisasi yang terwujud dalam 
otonomi daerah, memberikan kewenangan 
bagi pemerintah daerah untuk dapat 
mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
menentukan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, penggunaan sumber daya yang 
ada di masing-masing daerah. Konsep ini 
dimaksudkan agar kebijakan pembangunan 
yang selama rezim orde baru di dominasi oleh 
pemerintah pusat, akan dapat berhasil ketika 
daerah diberikan ruang untuk melakukan 
pembangunan pada daerahnya (Hardianto, 
2016). 
Pemerintah telah menetapkan program 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan 
dengan istilah program dana kelurahan. Dalam 
pasal 2 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 
disebutkan dua  kegiatan pokok program dana 
kelurahan yaitu pembangunan sarana dan 
prasarana kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat dikelurahan. Selain program 
pembangunan, dana kelurahan juga di 
fokuskan pada kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang ada di kelurahan yang 
tujuannnya untuk peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan 
mendayagunakan potensi sumber daya yang 
ada di kelurahan. Pengelolaan kegiatan 
lembaga kemasyarakatan yang meliputi: 
pelatihan pembinaan lembaga 
kemasyarakatan kelurahan, dan kegiatan 
pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya, 
merupakan suatu kegiatan yang termasuk 
dalam program pemberdayaan masyarakat 
yang diamanatkan Permendagri Nomor 130 
Tahun 2018 pasal 5 ayat (2). Lembaga 
pemberdayaaan masyarakat kelurahan 
(LPMK) merupakan wadah partisipasi 
masyarakat, sebagai mitra pemerintah dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 
masyarakat. Dalam  Permendagri nomor 18 
Tahun 2018 disebutkan bahwa LPM adalah 
salah suatu lembaga kemasyarakatan 
kelurahan selain rukun tetangga, rukun warga, 
kepala lingkungan, PKK dan karangtaruna, 
serta posyandu.  
Pada pasal 27 ayat 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
kecamatan menyatakan bahwa lembaga 
kemasyarakatan kelurahan dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra lurah yang membantu 
pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan 
pemerintahan kelurahan.  
Di samping itu, keberadaan lembaga 
kemasyarakatan kelurahan juga diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 
tentang kelurahan, dalam pasal 10 diuraikan 
bahwa di kelurahan dapat dibentuk lembaga 
kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah dan mufakat. 
Sumodiningrat (Chotima dkk, 2019) 
menawarkan suatu konsep pemberdayaan 
masyarakat yaitu merupakan upaya 
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pemerintah untuk mendorong akselerasi 
penurunan angka kemiskinan yang berbasis 
partisipasi yang diharapkan dapat 
menciptakan proses penguatan sosial yang 
dapat mengantar masyarakat miskin menuju 
masyarakat yang madani, sejahtera, 
berkeadilan, serta berlandaskan iman dan 
takwa. Konsep lain berkaitan dengan 
pemberdayaan masyarakat yang diusulkan 
oleh (Minarni 2014), yaitu Keterampilan suatu 
masyarakat desa dapat dibentuk melalui 
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang diprakarsai oleh masyarakat desa 
maupun aparatur desa, untuk memudahkan 
pengorganisiran pemberdayaan masyarakat 
desa maka keberadaan organisasi yang 
menaungi masyarakat desa dalam proses 
pemberdayaan menjadi mutlak diperlukan. 
Sebagai mitra pemerintah, LPMK 
bertugas merencanakan, melaksanakan dan 
mengendalikan pembangunan 
desa/kelurahan. Berkaitan dengan itu Widjaja 
(Chotima dkk, 2019) menyatakan bahwa 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan atau 
desa tidak cukup hanya dengan memberikan 
kesempatan usaha yang sama atau memberi 
modal saja,  meningkatkan produktivitas, 
tetapi harus diikuti pula dengan perubahan 
ekonomi masyarakat, struktur sosial, 
mendukung berkembangnya potensi 
masyarakat melalui peningkatan 
produktivitas, peran, dan efisiensi.  
Dalam rangka menyelaraskan kebijakan 
dalam pengelolaan dana kelurahan maka 
pemerintah Kota Bitung, menginisiasi 
pembentukan LPMK pada 69 kelurahan yang 
tersebar di 8 Kecamatan yang ada di Kota 
Bitung. Kecamatan Lembeh Utara merupakan 
daerah kecamatan yang berada pada daerah 
kepulauan. Karakteristik daerah kepulauan 
memiliki dinamika dan tantangan tersendiri 
dalam pengemban gan eksistensi LPMK dalam 
pengelolaan dana kelurahan baik secara 
geografis, sosial,politik dan ekonomi. 
Sebagai upaya untuk mengevaluasi 
eksistensi LPMK Kecamatan Lembeh Utara 
dapat dilakukan dengan konsep efektivitas. 
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 
ataupun program disebut efektif apabila 
tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang 
telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu 
ukuran yang dapat menyatakan secara 
eksplisit seberapa jauh target (kuantitas, 
kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 
manajemen, yang mana target tersebut sudah 
ditentukan terlebih dahulu (Sari,2015).   
Terdapat gejala yang ditemukan pada 
saat observasi awal di Kecamatan Lembeh 
Utara yang berkaitan dengan efektivitas LPMK 
dalam pengelolaan dana kelurahan, yaitu; 
menyangkut perspektif pengembangan, 
dimana sejak dibentuk pada tahun 2016, 
belum pernah dilaksnakan pendidikan dan 
pelatihan serta bimbingan teknis sebagai 
sarana penguatan kapasiatas LPMK. 
Produktivitas kerja yang mampu menjawab 
tuntutan dan kebutuhan publik menjadi suatu 
tantangan mendasar bagi LPMK Kecamatan 
Lembeh Utara. Selain itu, dalam pembangunan 
yang bersumber dari dana kelurahan, efisiensi 
sumberdaya baik biaya maupun sumberdaya 
lain yang tersedia diharapkan mampu 
dioptimalkan.  
Menyangkut dengan perspektif 
kepuasan, LPMK sebagai institusi 
pemberdayaan yang partispatif diharapkan 
mampu menjawab harapan dan kebutuhan 
masyarakat, tetapi juga tanggap terhadap 
berbagai perubahan secara internal maupun 
eksternal. Berdasarkan pada hal itu, maka 
penelitian ini bermaksud mendeskripsikan 
efektivitas lembaga pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan dana 




Penelitian yang dilakukan di Kecamatan 
Lembeh Utara menggunakan pendekatan 
penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 
2014) Penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang berupaya menjelaskan upaya atau 
langkah-langkah mengamati orang dalam 
lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 
mereka, serta berusaha memahami bahasa dan 
tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2014) 
metode kualitatif adalah penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan penjelasan 
yang berkaitan dengan apa yang dirasakan 
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oleh obyek penelitian dengan menggunakan 
interpretasi peneliti.   
Sumber data dalam penelitian ini ialah 
kata-kata dan tindakan orang-orang yang 
diwawancarai dan selebihnya adalah data hasil 
observasi atau pengamatan serta dokumen 
yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 
buku-buku, majalah ilmiah, arsip, yang 
kemudian disalin ulang dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen 
penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, 
kemudian dikembangkan instrument 
penelitian pendukung yaitu pedoman 
wawancara dan handphone. 
Pada penelitian ini yang menjadi 
informan kunci yaitu pimpinan dan anggota 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang 
tersebar di 10 kelurahan yang ada di 
Kecamatan Lembeh Utara dan kepala-kepala 
kelurahan, sedangkan informan tambahan 
yaitu masyarakat. Teknik analisis data yang 
dipakai adalah reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi data. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini mencoba melihat 
efektivitas LPMK dalam pengelolaan dana 
kelurahan dengan menggunakan indikator 
pengembangan, keunggulan, kepuasan, 
efisiensi dan produksi. Dari hasil analisis ini 
diketahui bahwa LPMK dalam pengelolaan 
dana kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara 
belum berjalan efektif. Efektivitas 
menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika 
hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 
berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas 
merupakan ukuran seberapa jauh tingkat 
output, kebijakan dan prosedur dari organisasi 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk 
mendorong eksistensi LPMK dalam 
pengelolaan dana kelurahan yang diperlukan 
pengembangan kompetensi baik individu 
personil LPMK ataupun kapasitas kolektif 
lembaga, yang terformulasi dalam instrument 
pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. 
Hal ini sejalan dengan konsep yang dianjurkan 
oleh Gibson (Sisawadi, 2012) yakni 
pengembangan, yaitu ukuran kemampuan 
organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya 
dalam menghadapi tuntutan masyarakat. 
Pengembangan adalah suatu usaha 
untuk meningkatkan kemampuan teknis, 
konseptual, profesionalitas, dan moral sesuai 
dengan kebutuhan melalui pendidikan dan 
latihan. Temuan penelitian yang dilakukan 
dengan wawancara menggambarkan 
rendahnya kualitas SDM personil LPMK 
menajdi salah satu pemicu belum efektifnya 
kinerja LPMK di Kecamatan Lembeh Utara 
dalam pengelolaan dana kelurahan. Di lain sisi 
semenjak dibentuk pada tahun 2016 tidak 
pernah dilakukan pelatihan ataupun 
bimbingan teknis sebagai sarana penguatan 
kapasitas untuk melakukan pembangunan 
yang bersumber dari dana kelurahan, sehingga 
kesadaran akan tugas pokok dan fungsi 
personil LPMK sebagai mitra pemerintah  
kurang dipahami, hal ini berimplikasi pada 
eksistensi LPMK dalam melaksanakan 
tugasnya seperti yang di tegaskan (Bulele, 
2015)  yaitu membantu pemerintah kelurahan 
sebagai mitra dalam memberdayakan 
masyarakat,  meliputi menyusun rencana 
pembangunan secara partisipatif; 
melaksanakan, mengendalikan, memelihara, 
memanfaatkan, dan mengembangkan 
pembangunan secara partisipatif; 
menggerakkan dan mengembangkan 
partisipasi, gotong royong dan swadaya 
masyarakat; menumbuh kembangkan kondisi 
dinamis masyarakat dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. Tidak 
konsistennya pengembangan kapasitas LPM 
secara lembaga juga berimplikasi pada peran 
LPMK dalam pengelolaan dana kelurahan di 
Kecarmatan Lembeh Utara Kota Bitung 
diantaranya: (a) Memelihara kerukunan hidup 
warga masyarakat; (b) Membantu 
menjalankan tugas pelayanan kepada 
masyarakat yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah; (c) Menyusun rencana 
pembangunan secara partisipatif; (d) 
Melaksanakan, mengendalikan, 
memanfaatkan, memelihara, dan 
mengembangkan pembangunan secara 
partisipatif; (e) Menggerakkan dan 
mengembangkan partisipasi, gotong royong 
dan swadaya masyarakat; (f) Menumbuh 
kembangkan kondisi dinamis masyarakat 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
(Chotima dkk, 2019) 
Kreativitas dan kemandirian dalam 
menyusun rencana program menjadi suatu hal 
penting dalam eksistensi LPMK sebagai mitra 
pemerintah, sehingga lewat LPMK, masyarakat 
dapat menentukan pilihan pembangunan yang 
bersumber dari dana kelurahan sesuai dengan 
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ikhtiar dan kebutuhan masyarakat di 
kelurahan. Temuan penelitian ini menunjukan 
rendahnya kesadaran untuk berkreasi dalam 
merencanakan program kerja menjadi salah 
satu pemicu belum efektifnya LPMK dalam 
pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan 
Lembeh Utara, program kerja yang lebih di 
dominasi oleh kinerja pemerintah berimplikasi 
pada rendahnya kesadaran masyrakat  untuk 
menjaga dan melestarikan pembanguanan. Hal 
ini tidak sejalan dengan apa yang ditegaskan 
(Darmawansyah, 2017) menurutnya,proses 
pengembangan atau pemberdayaan pada 
akhirnya akan menyediakan sebuah ruang 
kepada masyarakat untuk mengadakan 
pilihan-pilihan, sebab manusia atau 
masyarakat yang dapat memajukan pilihan-
pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah 
masyarakat yang mempunyai kualitas untuk 
mencapai tujuan yang dapat diberdayakan 
melalui kemandirianya, bahkan untuk lebih 
diberdayakan melalui usaha mereka sendiri 
dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan 
sumber lainya dalam rangka mencapai tujuan 
tanpa bergantung kepada orang lain. 
Efektivitas sangat penting bagi 
pemerintah sebagai pemberi pelayanan 
kepada masyarakat yang akan memberi 
manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, 
dalam arti pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan dan tepat pada sasaran. Dalam 
mengukur efektivitas suatu lembaga dapat 
merujuk pada beberapa indikator, salah satu 
ukuran itu adalah keunggulan,keunggulan 
merupakan kemampuan organisasi dalam 
mengelolah dinamika organisasi baik dari luar 
maupun dari dalam. (Halim dalam Rompas 
dkk,2013) 
Sebagai mitra  pemerintah LPMK dalam 
suatu sisi akan diperhadapkan dengan 
intervensi kekuasaan dan di sisi lain dituntut 
untuk menjembatani kepentingan masyarakat 
dalam pembangunan dengan pemerintah, 
sehingga diperlukan komitmen kuat dalam 
profesionalitas kinerja LPMK. Berdasarkan 
hasil wawancara efektivitas LPMK dalam 
pengelolaan dana kelurahan belum secara 
baik, hal ini didasari oleh rendahnya komitmen 
LPMK sebagai mitra pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan yang sumber 
biayanya dari dana kelurahan lebih di 
dominasi oleh program pembangunan yang 
berasal dari program pemerintah itu sendiri 
bukan hasil program mandiri LPMK,  sehingga 
program pembangunan tidak seutuhnya 
menjawab harapan dan kepentingan 
masyarakat. 
Kecamatan Lembeh Utara merupakan 
wilayah kepulauan sehingga di beberapa 
wilayah kelurahan persoalan air bersih 
menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, 
tetapi justru yang dibangun adalah fasilitas pos 
keamanan yang tidak difungsikan secara 
optimal. Dilain sisi, pembangunan sarana air 
bersih dilakukan di sebagian wilayah tapi 
pengerjaaannya tidak tuntas diakibatkan oleh 
habisnya anggaran yang tersedia. Fenomena 
ini bersinggungan dengan konsep 
keunggulanyang dinyatakan Gibson (Sisawadi 
2012), bahwa keunggulan merupakan tingkat 
dimana organisasi dapat dan benar-benar 
tanggap terhadap perubahan internal dan 
eksternal. 
Pembentukan LPMK di Kecamatan 
Lembeh Utara merupakan upaya pemerintah 
untuk mendorong partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan yang bersumber dari 
dana kelurahan, hal ini selaras dengan konsep 
yang di usulkan oleh  Sumodiningrat (Chotima 
dkk, 2019) bahwa pemberdayaan masyarakat  
merupakan upaya pemerintah dalam 
mendorong akselerasi penurunan angka 
kemiskinan yang berbasis partisipasi yang 
diharapkan dapat menciptakan proses 
penguatan sosial yang dapat mengantar 
masyarakat miskin menuju masyarakat yang 
madani, berkeadilan, sejahtera, serta 
berlandaskan iman dan takwa. 
Secara umum kebutuhan masyarakat di 
Kecamatan Lembeh Utara sangat beragam, 
seperti air bersih, jaringan komunikasi, 
infrastruktur jalan, dan  drainase sehingga 
diperlukan perioritas pembangunan yang 
terencana oleh LPMK sebagai mitra 
pemerintah yang lebih memahami harapan 
dan kebutuhan masyarakat karena LPMK 
berasal dari masyarakat lokal, temuan 
penelitian ini mengindikasikan kinerja LPMK 
belum mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat, hal ini didasari dengan tidak 
adanya rencana program kerja LPMK secara 
mandiri, sehingga dalam pembangunan yang 
bersumber dari dana kelurahan lebih di 
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dominasi oleh rencana program pemerintah 
sehingga hasil pembangunan belum secara 
optimal dimanfaatkan masyarakat. 
Berkaitan dengan itu, inefektivitas LPMK  
disebabkan juga oleh dwifungsi LPMK yaitu 
selain sarana pemberdayaan, juga 
dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan 
politik lokal hal ini ditandai dengan 
terdapatnya personil LPMK yang juga adalah 
pengurus partai politik, dwifungsi itu 
membatasi kreasi dan motivasi LPMK karena 
pada situasi tertentu bersinggungan dengan 
kepentingan kekuasaan, hal ini melemahkan 
daya kritis LPMK sebagai mitra pemerintah 
dalam mengawasi, mengendalikan dan 
melestarikan pembangunan yang bersumber 
dari dana kelurahan. Hal ini tidak sejalan 
dengan konsep yang ditegaskan Gibson dalam 
(Sisawadi, 2012) yakni kepuasan, yaitu ukuran 
untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal 
ini menyangkut dengan kemampuan 
menyesuaikan diri yang adalah salah satu 
faktor penting dalam efektivitas organisasi 
(Amelia dkk, 2015) 
Efektivitas adalah kesesuaian antara 
output dengan tujuan yang ditetapkan 
(Subagio dalam Umam dkk, 2020).  Siagian 
dalam (Siswadi, 2012) memaparkan bahwa 
Efektivitas adalah pemanfaatan sarana dan 
prasarana serta sumber daya, dalam jumlah 
tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 
barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 
Berkaitan dengan itu temuan penelitian ini 
mengindikasikan bahwa LPMK dalam 
pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan 
Lembeh Utara belum efektif, hal ini 
digambarkan dengan minimnya kualitas 
sumberdaya manusia pada LPMK baik dalam 
hal kompetensi teknis administrasi 
pembangunan, maupun kompetensi 
operasional pembangunan,  terkait hal ini 
analisis penelitian ini mengungkap bahwa 
catatan dokumen yang berkaitan dengan 
rencana kerja ataupun laporan hasil kerja 
belum tertata secara baik,  sehingga 
berimplikasi pada kualitas dan kuantitas kerja 
yang belum seutuhnya menjawab kebutuhan 
masyarakat yang adalah penerima mafaat 
pembangunan itu. Hal ini bersinggungan 
dengan konsep yang ditawarkan Gibson 
(Sisawadi, 2012) yakni efisiensi, yaitu 
merupakan perbandingan (ratio) antara 
output dengan input, serta produksi, yang 
adalah merupakan kemampuan organisasi 
untuk memproduksi jumlah dan mutu output 
sesuai dengan permintaan lingkungan.   
 
SIMPULAN 
Berdasarkan penjabaran pembahasan 
temuan penelitian di atas dapat disimpulkan 
bahwa kinerja LPMK dalam pengelolaan dana 
kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara belum 
efektif seutuhnya, hal ini di indikasikan atas 
beberapa hal berikut: Pertama, pengembangan 
sebagai media peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia LPMK, jarang bahkan tidak 
pernah di lakukan sehingga berimplikasi pada 
kesadaran akan tugas pokok dan fungsi LPMK 
sebagai mitra kritis pemerintah. Kedua, 
keunggulan, LPMK sebagai mitra pemerintah 
belum tanggap terhadap perubahan baik 
secara internal maupun eksternal karena 
dwifungsi personil LPMK yang bermuara pada  
konflik kepentingan di tubuh LPMK. Ketiga, 
kepuasan, LPMK sebagai mitra pemerintah 
belum mampu menjawab apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Dilain sisi efisiensi dan 
produksi juga menjadi pemicu belum 
efektifnya LPMK dalam pengelolaan dan 
kelurahan di Kecamatan Lembeh Utara, hal ini 
juga disebabkan oleh kualitas dan kuantitas 
SDM LPMK.  Karena itu perlu di 
rekomendasikan beberapa hal yang menjadi 
bagian peningkatan efektivitas LPMK dalam 
pengelolaan dan kelurahan di Kecamatan 
Lembeh Utara Kota Bitung, yaitu; (1) 
Pentingnya peningkatan kompetensi LPMK 
lewat pengembangan yang terformulasi dalam 
pelatihan atau bimbingan teknis yang di 
lakukan secara terus-menerus untuk 
peningkatan efektivitas kinerja dalam 
pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan 
Lembeh Utara. (2) Keterlibatan pengurus 
partai politik harus di minimalisir dalam 
struktur LPMK, sehingga konflik kepentingan 
dapat dikendalikan dalam rangka efektivitas 
kinerja LPMK dalam pengelolaan dan 
kelurahan di Kota Bitung khususnya di 
Kecamatan Lembeh Utara. (3)Efektivitas 
pengelolaan dana kelurahan oleh LPMK 
sebagai mitra pemerintah di Kecamatan 
Lembeh Utara perlu menjadi perhatian serius, 
terkait aspek efisiensi yaitu rasio kuantitas dan 
kualitas personil LPMK serta kesiapan 
anggaran untuk produktivitas kerja yang 
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menjawab harapan dan kebutuhan 
masyarakat. 
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